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ABSTRAK

Kebijakan Sustainable tourism Pemerintah Kota Yogyakarta
(Studi Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta)

Kebijakan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism)
menjadi kebutuhan mendesak bagi Kota Yogyakarta
mengingat tingginya aktivitas pariwisata yang berimplikasi
ﬁada aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan, sehingga
ewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam merumuskan
kebijakan tersebut serta akomodasi partisipasi masyarakat di
dalamnya penting untuk dikaji dari perspektif hukum.
Penelitian ini bertujuan menganailisis kewenangan Pemerintah
Kota Yogyakarta dalam merumuskan dan melaksanakan
kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan, serta
menganalisis akomodasi partisipasi masyarakat di dalamnya
melalui Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Penelitian ini
merupakan penelitian hukum yuridis empiris (socio-legal
research)  dengan  pendekatan  perundang-undangan,
konseptual, dan sosiologis. Data primer diperoleh melalui
wawancara dengan pihak Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta,
pelaku usaha pariwisata, dan organisasi lingkungan hidup,
sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan
dan peraturan perundang-undangan, yang kemudian dianalisis
secara deskriptif-analitis dan presiriptif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta telah
menjalankan kewenangannya melalui Dinas Pariwisata pada
empat pilar keberlanjutan, yakni pengelolaan, ekonomi, sosial
budaya, dan lingkungan, tetapi 1mplementasinya belum
optimal akibat kekosongan instrumen perencanaan induk
kepariwisataan, keterbatasan kewenangan sektoral, lemahnya
koordinasi  lintas perangkat daerah, serta persoalan
pengawasan dan pengelolaan sampah. Partisipasi masyarakat
telah diakomodasi secara formal melalui musyawarah
perencanaan pembangunan dan pokok pikiran anggota
legislatif, yang cenderung bersifat konsultatif, sementara
partisipasi yang lebih substantif tampak pada pengelolaan
kampung wisata berbasis masyarakat. Dengan demikian,
keberhasilan kebijakan pariwisata berkelanjutan memerlukan
penguatan koordinasi antarperangkat daerah serta perluasan
pengaruh masyarakat terhadap penentuan kebijakan strategis.

Kata kunci: pariwisata berkelanjutan, kewenangan
pemerintah  daerah, partisipasi masyarakat, kebijakan
pariwisata, Kota Yogyakarta



ABSTRACT

Sustainable tourism Policy of the Yogyakarta City
Government (A Study of the Yogyakarta City Tourism Office)

Sustainable tourism policy has become an urgent necessity for
the City of Yogyakarta given the high intensity of tourism
activity and its implications for economic, sociocultural, and
environmental aspects, making it essential to examine the
Yogyakarta City Government's authority in formulating such
policy and its accommodation of community participation
from a constitutional law perspective. This study aims to
analyze the authority of the Yogyakarta City Government in
formulating and implementing sustainable  tourism
development policy, as well as to analyze the accommodation
of community participation therein through the Yogyakarta
City Tourism Office. This research is empirical legal research
(socio-legal research) employing statutory, conceptual, and
sociological approaches. Primary data were obtained through
interviews with the Yogyakarta City Tourism Office, tourism
business actors, and an environmental organization, while
secondar%/ data were drawn from policy documents and
relevant legislation, subsequently analyzed using descriptive-
analytical and prescriptive methods. The findings show that
the Yogyakarta City Government has exercised its authority
through the Tourism Office across four pillars of sustainability,
namely  management, economy, sociocultural, and
environment, although implementation remains suboptimal
due to the absence of a master tourism planning instrument,
limited sectoral authority, weak cross-agency coordination,
and persistent oversight and waste management problems.
Community participation has been formally accommodated
through development planning deliberations and legislative
aspirations, which tend to be consultative in nature, while more
substantive participation is evident in community-based
management of tourism villages. Accordingly, the success of
sustainable tourism policy requires strengthened coordination
among local government agencies and greater community
influence over strategic policy decisions.

Keywords: sustainable tourism, local government authority,
community participation, tourism policy, Yogyakarta City
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Skripsi dengan judul “Kebijakan Sustainable Tourism
Kota Yogyakarta (Studi Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta)”
disusun untuk menganalisis secara yuridis empiris bagaimana
Kota Yogyakarta memiliki kebijakan sustainable tourism
melalui Pemerintah khususnya lewat Dinas priwisata Kota
Yogyakarta, terkait pelaksanaan kebijakan, serta akomodasi
dan kontribusi partisipasi masyarakat dalam mewujudkan
pariwisata yang berkelanjutan. Harapan peneliti tulisan ini
dapat berkontribusi bagi pengembangan kajian hukum dan
kebijakan pariwisata, khususnya dalam memahami penerapan

prinsip sustainable tourism serta pentingnya keterlibatan
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kerangka negara hukum, pembangunan daerah
tidak terlepas dari pembagian kewenangan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal 18 ayat (2)
dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menempatkan pemerintahan daerah
sebagai penyelenggara otonomi untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan.’

Pengaturan tersebut
kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang
menempatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah
dalam kerangka pembagian urusan pemerintahan serta
memberikan ruang bagi daerah untuk menetapkan
kebijakan dalam urusan yang menjadi kewenangannya.’
Dengan demikian, kebijakan di tingkat daerah tidak hanya

berkaitan dengan pilihan pembangunan, tetapi juga

merupakan  manifestasi  penggunaan  kewenangan

' Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) ,

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Pasal 13



pemerintahan yang harus memiliki dasar hukum yang
jelas.

Salah satu sektor yang membutuhkan keterlibatan
pemerintah daerah adalah kepariwisataan. Pengaturan
mengenai kepariwisataan tidak lagi dapat hanya merujuk
pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 secara
terpisah karena undang-undang tersebut telah beberapa
kali mengalami perubahan dan terakhir diubah melalui
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2009 tentang Kepariwisataan. Perubahan tersebut antara
lain mencakup prinsip penyelenggaraan kepariwisataan,
pembangunan  kepariwisataan, pariwisata berbasis
masyarakat lokal, wewenang dan tanggung jawab
Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta partisipasi
masyarakat.> Perkembangan tersebut menunjukkan
bahwa  penyelenggaraan  kepariwisataan  semakin
ditempatkan dalam kerangka pembangunan yang tidak
hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga
memperhatikan masyarakat, lingkungan, budaya, serta
keterpaduan antarpemangku kepentingan.*

Konteks tersebut menjadi semakin penting ketika

pembangunan pariwisata ditempatkan dalam paradigma

3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan
4 Ibid.



pembangunan berkelanjutan. Gagasan pembangunan
berkelanjutan berkembang sebagai pendekatan yang
menghendaki agar pembangunan memenuhi kebutuhan
generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi
mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.® Agenda
global pembangunan berkelanjutan kemudian diperkuat
melalui Transforming Our World: The 2030 Agenda for
Sustainable Development yang menetapkan 17 Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan dan menekankan keterkaitan
antara dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, serta
partisipasi berbagai pemangku kepentingan.®

Dalam  sektor pariwisata, prinsip  tersebut
diterjemahkan melalui konsep sustainable tourism.
UNWTO dan UNEP menempatkan keberlanjutan
pariwisata  sebagai  persoalan  kebijakan  karena
perkembangan pariwisata dapat memberikan dampak
yang signifikan terhadap masyarakat dan lingkungan
sehingga pemerintah perlu membangun kebijakan dan
struktur pengelolaan yang memungkinkan keberlanjutan

tersebut diwujudkan.” Pendekatan ini memperlihatkan

5 United Nations General, “Transforming our world: the 2030 Agenda
for Sustainable Development The,” EC Tax Review, 16 (Issue 4), 2007, hal.
77

¢ Global Sustainable Tourism Council, “Global Sustainable Tourism
Council Destination Criteria,” The Global Sustainable Tourism Council,
December 2019, hlm. 39

7 UNWTO dan UNEP, Making Tourism More Sustainable: A Guide

for Policy Makers, Madrid: UNWTO, 2005, hlm. 125



bahwa sustainable tourism bukan sekadar konsep wisata
ramah lingkungan, melainkan pendekatan kebijakan yang
menghubungkan manfaat ekonomi dengan perlindungan
lingkungan, keberlanjutan sosial, serta kepentingan
masyarakat lokal.

Kerangka tersebut kemudian dikembangkan lebih
lanjut oleh Global Sustainable tourism Council (GSTC)
melalui GSTC Destination Criteria. Kriteria tersebut
membagi keberlanjutan destinasi ke dalam empat bagian,
yaitu  sustainable = management,  socio-economic
sustainability, cultural sustainability, dan environmental
sustainability® Keempat bagian tersebut memberikan
kerangka yang lebih operasional untuk melihat apakah
pengelolaan destinasi tidak hanya menghasilkan manfaat
ekonomi, tetapi juga memperhatikan masyarakat, budaya,
lingkungan, serta sistem pengelolaan destinasi.

Dalam  konteks Indonesia, prinsip tersebut
memperoleh landasan normatif melalui Peraturan Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Peraturan
tersebut berlaku sejak 7 Juli 2021 dan mencabut Peraturan

Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016.° Pedoman

8 Ibid, him. 129.
® Global Sustainable Tourism Council, hlm. 87.



tersebut  menempatkan  pengelolaan  pariwisata
berkelanjutan, keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan
sosial budaya, dan keberlanjutan lingkungan sebagai
bagian penting dalam pengelolaan destinasi.!® Oleh sebab
itu, empat pilar tersebut dapat digunakan sebagai
kerangka untuk melihat bagaimana kebijakan pemerintah
daerah diarahkan pada tujuan keberlanjutan.

Kebutuhan terhadap kebijakan tersebut menjadi
relevan bagi Kota Yogyakarta. Aktivitas pariwisata
memiliki posisi penting dalam struktur perekonomian
kota. Dokumen Pemerintah Kota  Yogyakarta
menunjukkan bahwa pada tahun 2024 sektor penyediaan
akomodasi dan makan minum kembali menjadi sektor
utama dalam struktur ekonomi Kota Yogyakarta dengan
distribusi sebesar 13,44 persen terhadap PDRB.!! Data
tersebut menunjukkan besarnya keterkaitan aktivitas
ekonomi kota dengan kegiatan yang berhubungan erat
dengan pariwisata. Publikasi BPS Kota Yogyakarta juga
menempatkan sektor tersebut sebagai bagian penting

dalam perkembangan perekonomian Kota Yogyakarta.!

19 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia,
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021
tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, Pasal 7.

! Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, Produk Domestik Regional
Bruto Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha 2021-2025, Hlm. §6.

12 Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, Produk Domestik Regional
Bruto Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha 2020-2024, Him. 97.



Besarnya aktivitas pariwisata juga terlihat dari jumlah
pengunjung. Data resmi Pemerintah Kota Yogyakarta
mencatat bahwa pada tahun 2024 jumlah pengunjung
wisata mencapai 10.939.210 orang, terdiri atas
10.583.877 pengunjung nusantara dan 355.333
pengunjung mancanegara.'® Besarnya intensitas aktivitas
tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pengembangan
pariwisata di Kota Yogyakarta berhadapan dengan
persoalan tata kelola yang lebih kompleks daripada
sekadar peningkatan jumlah kunjungan.

Aktivitas pariwisata yang tinggi juga memiliki
konsekuensi terhadap kondisi perkotaan. Pemerintah Kota
Yogyakarta mencatat bahwa timbulan sampah pada tahun
2024 mencapai sekitar 332,48 ton per hari.'* Pada tahun
yang sama, nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota
Yogyakarta tercatat sebesar 55,53.!° Data tersebut tidak
dengan sendirinya menunjukkan bahwa pariwisata
merupakan satu-satunya penyebab persoalan lingkungan.
Namun, data  tersebut  menunjukkan  bahwa

pengembangan aktivitas ekonomi dan pariwisata

13 Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Jumlah Pengunjung Wisata
menurut Jenis Pengunjung di Kota Yogyakarta Tahun 2024, Him. 89.

4 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2015-2025

15 Pemerintah Kota Yogyakarta, Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024, Hlm. 14.



berlangsung dalam ruang perkotaan yang menghadapi
keterbatasan lingkungan, sehingga aspek keberlanjutan
menjadi relevan untuk ditempatkan dalam pembahasan
kebijakan pemerintah daerah.

Posisi Kota Yogyakarta sebagai destinasi budaya juga
semakin strategis setelah The Cosmological Axis of
Yogyakarta and Its Historic Landmarks ditetapkan
sebagai bagian dari World Heritage List UNESCO pada
tahun 2023.'"® Status tersebut memperkuat posisi
Yogyakarta sebagai ruang wisata budaya sekaligus
menambah kebutuhan terhadap pengelolaan yang mampu
menjaga hubungan antara aktivitas pariwisata, warisan
budaya, masyarakat, dan lingkungan.

Dengan kondisi tersebut, kebijakan pariwisata tidak
dapat dipahami hanya sebagai instrumen untuk
meningkatkan kunjungan dan aktivitas ekonomi.
Kebijakan pariwisata juga merupakan bagian dari
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus
dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang sah,
memiliki dasar hukum, dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan

dasar bagi daerah untuk menetapkan kebijakan dalam

16 UNESCO, “The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic
Landmarks", Him. 52.



penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya.!” Karena itu, ketika Pemerintah Kota
Yogyakarta menyusun dan melaksanakan kebijakan yang
berkaitan dengan sustainable tourism, persoalan yang
perlu diperhatikan tidak hanya apakah kebijakan tersebut
mendukung keberlanjutan, tetapi juga bagaimana
kewenangan tersebut diperoleh, digunakan, dan
dilaksanakan.

Persoalan tersebut semakin relevan karena kerangka
regulasi pariwisata di tingkat daerah terus berkembang.
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada
tahun 2026 menetapkan Peraturan Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2026 tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026-2045. Peraturan
tersebut antara lain mengatur pelaksanaan, kerja sama,
pengawasan dan pengendalian, peran serta masyarakat,
serta  pendanaan  pembangunan  kepariwisataan.'®
Peraturan tersebut juga mencabut kerangka RIPARDA
DIY sebelumnya.! Perkembangan regulasi ini penting

karena menunjukkan bahwa kebijakan pariwisata daerah

17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Pasal 31.

8 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun
2026 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026-2045, Pasal 13.

19 Ibid.



berada dalam kerangka hukum yang terus berubah dan
harus dibaca sesuai dengan perkembangan hukum positif
yang berlaku.

Pada tingkat lokal, partisipasi masyarakat juga
memiliki dasar pengaturan. Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2020 tentang
Kelompok Sadar Wisata dan Desa/Kampung Wisata
mengatur peran masyarakat melalui kelompok sadar

wisata dan desa/kampung wisata.?

Regulasi tersebut
secara eksplisit dikaitkan dengan penerapan pariwisata
berbasis masyarakat serta memberikan perlindungan dan
kepastian hukum terhadap peran masyarakat dalam
pengelolaan pariwisata.?!

Partisipasi masyarakat menjadi penting karena
keberlanjutan pariwisata tidak hanya ditentukan oleh
tindakan pemerintah dan pelaku usaha. Kajian Wibowo
dan Belia menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat
dalam pariwisata berkelanjutan dapat berlangsung dalam

tahap perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan

evaluasi.”* Dengan demikian, partisipasi tidak semata-

20 peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun
2020 tentang Kelompok Sadar Wisata dan Desa/Kampung Wisata, Pasal 1
No. 4.

2 Ibid.

22 Wibowo dan Belia, “Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan
Pariwisata,” Jurnal Manajemen Perhotelan dan Pariwisata, 6 (1), 2023,
hlm. 33.
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mata dipahami sebagai kehadiran masyarakat dalam suatu
forum, tetapi berkaitan dengan posisi masyarakat dalam
keseluruhan proses pembangunan pariwisata.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian mengenai
partisipasi masyarakat pada pembangunan pariwisata
berkelanjutan yang menunjukkan pentingnya masyarakat
sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai
penerima manfaat.”> Pada konteks yang lebih dekat
dengan penelitian ini, penelitian mengenai Kampung
Wisata Taman Sari di Yogyakarta menunjukkan adanya
kolaborasi pemerintah, Keraton, dan masyarakat dalam
pengelolaan destinasi, tetapi masih terdapat persoalan
dalam pengelolaan limbah dan potensi komodifikasi
budaya.’* Temuan tersebut memperlihatkan bahwa
keberadaan prinsip sustainable tourism dalam suatu
destinasi tidak otomatis menghilangkan persoalan
implementasi.

Persoalan mengenai hubungan antara pembangunan
pariwisata, kepentingan masyarakat, dan peran
pemerintah juga terlihat dalam kajian Hasanah,

Berlianditta, dan Manullang mengenai tata kelola

2 Budiandrian, “Kebijakan Hukum dalam Pemenuhan Hak atas
Lingkungan yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan Sebagai Hak Asasi
Manusia Universal,” Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 9 (1), 2023,
Him. 22.

2% Imelda Febranti Laia et al, “Studi Penerapan Pariwisata
Berkelanjutan Pada Kampung Wisata Taman Sari", Hlm. 77.
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pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian
tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara
kepentingan investasi, pemerintah, dan masyarakat lokal
serta pentingnya pendekatan publicness dalam tata kelola
pariwisata.”>  Kajian  tersebut  relevan  karena
memperlihatkan bahwa kebijakan pariwisata selalu
berada dalam ruang interaksi berbagai kepentingan.

Dari perspektif hukum tata negara, interaksi tersebut
membawa persoalan mengenai batas dan penggunaan
kewenangan pemerintah. Penelitian Abhiseka, Antari, dan
Anggreni mengenai sustainable tourism dan overtourism
di Bali menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki
legitimasi hukum untuk merumuskan dan melaksanakan
kebijakan pariwisata berdasarkan kewenangannya, tetapi
implementasi kebijakan tetap menghadapi persoalan
koordinasi, pengawasan, partisipasi publik, dan
kepentingan ekonomi jangka pendek.?® Penelitian tersebut
penting sebagai pembanding karena menghubungkan
secara langsung kewenangan pemerintah daerah dengan

tata kelola pariwisata berkelanjutan.

25 Hasanah, Berlianditta dan Manullang, Rethinking Tourism Industry
in Yogyakarta: Mengejawantahkan Nilai Kepublikan dalam Tata Kelola
Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2021, Hlm. 31.

26 1 Abhiseka, Putu Antari dan Ni Anggreni, Governments in
Overcoming Overtourism in Bali, 11,2025
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Penelitian lain mengenai kawasan pariwisata strategis
Yogyakarta menunjukkan adanya hubungan antara
infrastruktur ekowisata dan kebijakan pemerintah daerah.
Muhamad, Ahmad, dan Supriyadi menemukan bahwa
aspek sensitivitas lingkungan dan pengelolaan sampah
memiliki hubungan yang signifikan dengan kebijakan,
sementara pengelolaan sumber daya air masih kurang
mendapat perhatian.?’” Penelitian ini memperlihatkan
bahwa persoalan keberlanjutan di Yogyakarta juga telah
dikaji dari perspektif empiris, tetapi pendekatannya
berbeda karena menitikberatkan pada infrastruktur
ekowisata dan kebijakan.

Kajian mengenai kewenangan pengelolaan pariwisata
di Kabupaten Samosir juga menunjukkan bahwa
keberadaan dasar hukum belum dengan sendirinya
menjamin kelancaran implementasi kebijakan. Penelitian
Situmorang menemukan adanya persoalan sumber daya
manusia, anggaran, kebersihan, infrastruktur, serta
keterlibatan masyarakat dalam implementasi pengelolaan

28

pariwisata.”® Temuan tersebut menjadi pembanding

bahwa kesenjangan antara norma dan praktik dapat

27 Muhamad, AB dan Supriyadi, “The Influence of Sustainable
Ecotourism Infrastructure on Local Government Policy and Strategic
Tourism Areas in Yogyakarta,” Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas
Jambi, 9 (1), 2025

28 Situmorang, “Kewenangan Pengelolaan Pariwisata Danau Toba,”
Lex Crimen, 13 (5), 2025, Hlm. 25.
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muncul meskipun suatu daerah telah memiliki instrumen
hukum mengenai pengelolaan pariwisata.

Di sisi lain, penelitian mengenai collaborative
governance dalam  pengembangan desa  wisata
menunjukkan pentingnya keterlibatan = pemerintah,
masyarakat, dan sektor swasta dalam pengambilan
keputusan serta penciptaan nilai bersama.? Penelitian
mengenai Desa Wisata Pujon Kidul juga memperlihatkan
bahwa pengembangan pariwisata berkelanjutan dapat
berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan
perubahan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.>

Berbagai penelitian tersebut memperlihatkan bahwa
penelitian  mengenai  sustainable  tourism  telah
berkembang dalam beberapa arah. Sebagian penelitian
berfokus pada kewenangan pemerintah daerah dan
persoalan regulasi, sebagian lainnya menitikberatkan pada
partisipasi masyarakat, kolaborasi pemangku
kepentingan, infrastruktur, atau implementasi destinasi
tertentu. Penelitian mengenai Yogyakarta juga telah

membahas tata kelola pariwisata dan penerapan prinsip

2 Zahra et al., “Collaborative Governance dalam Pengembangan
Desa Wisata Berkelanjutan: Program Bakti BCA sebagai Acuan Akselerasi
Pariwisata Desa di Kabupaten Tuban,” RISOMA: Jurnal Riset Sosial
Humaniora dan Pendidikan, 4 (1), 2026, him. 16.

30 Tra dan Muhamad, “Partisipasi Masyarakat pada Penerapan
Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (Studi Kasus Desa Wisata Pujon
Kidul, Kabupaten Malang),” Jurnal Pariwisata Terapan, Hal. 6.
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keberlanjutan pada destinasi tertentu. Namun, ruang
kajian masih terbuka untuk menghubungkan pengaturan
dan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kota
Yogyakarta dengan akomodasi partisipasi masyarakat
dalam kebijakan sustainable tourism dari perspektif
hukum tata negara.

Dengan demikian, penelitian ini tidak berangkat dari
anggapan bahwa tidak terdapat penelitian mengenai
sustainable tourism di Yogyakarta. Sebaliknya, penelitian
terdahulu  menunjukkan bahwa kajian mengenai
pariwisata berkelanjutan telah dilakukan dari berbagai
pendekatan. Persoalannya adalah bahwa kajian mengenai
infrastruktur, tata kelola, partisipasi, atau destinasi
tertentu belum secara khusus ditempatkan dalam satu
analisis mengenai kewenangan Pemerintah Kota
Yogyakarta, legalitas penggunaan kewenangan, dan
akomodasi partisipasi masyarakat dalam kebijakan
sustainable tourism.

Kesenjangan tersebut menjadi semakin penting
karena partisipasi masyarakat mempunyai dimensi
ketatanegaraan. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.>!

Selain itu, Pasal 28C ayat (2) memberikan hak kepada

31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pasal 1 Ayat 2.
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setiap orang untuk memajukan dirinya secara kolektif
dalam memperjuangkan haknya untuk membangun

2 Dalam konteks

masyarakat, bangsa, dan negara.’
penyelenggaraan pemerintahan, ketentuan tersebut
memberikan dasar konstitusional bagi pentingnya
keterlibatan warga dalam proses pembangunan dan
kebijakan publik.

Partisipasi tersebut juga berkaitan dengan karakter
negara hukum yang demokratis. Jimly Asshiddigie
menempatkan keterlibatan masyarakat dan prinsip
demokrasi sebagai bagian penting dalam perkembangan
negara hukum pasca reformasi.’® Karena itu, persoalan
partisipasi dalam kebijakan pariwisata tidak semestinya
dipahami  hanya  sebagai  teknik  administrasi
pemerintahan, tetapi juga sebagai bagian dari hubungan
antara  pemerintah dan  warga negara dalam
penyelenggaraan pemerintahan.

Atas dasar itu, persoalan penelitian ini terletak pada
hubungan antara norma hukum, kewenangan pemerintah
daerah, instrumen kebijakan, implementasi kebijakan, dan
partisipasi masyarakat. Pertanyaan mengenai apakah
Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai dasar

kewenangan untuk merumuskan dan melaksanakan

32 Ibid.
33 Jimly Asshiddiqgie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia
Pasca Reformasi, 2007, Hlm. 112.
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kebijakan sustainable tourism perlu diikuti dengan
pertanyaan mengenai bagaimana kewenangan tersebut
digunakan, melalui instrumen apa kebijakan tersebut
dilaksanakan, bagaimana substansi  keberlanjutan
diterapkan, serta bagaimana masyarakat ditempatkan
dalam proses tersebut.

Urgensi penelitian ini juga didukung oleh kondisi
empiris Kota Yogyakarta yang memperlihatkan besarnya
aktivitas pariwisata sekaligus adanya tantangan ekonomi,
sosial, budaya, dan lingkungan. Karena itu, penelitian
tidak hanya melihat keberadaan regulasi secara normatif;
tetapi juga mengkaji bagaimana norma tersebut bekerja
dalam praktik melalui penyelenggaraan kebijakan oleh
Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Pendekatan tersebut
memungkinkan penelitian melihat hubungan antara das
sollen berupa kewenangan dan regulasi dengan das sein
berupa pelaksanaan kebijakan dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan
untuk menganalisis kebijakan sustainable tourism
Pemerintah Kota Yogyakarta dengan menempatkan dua
persoalan utama, yaitu kewenangan pemerintah daerah
dan akomodasi partisipasi masyarakat. Dengan demikian,
penelitian ini tetap menempatkan sustainable tourism
sebagai konteks utama, tetapi menganalisisnya melalui

perspektif hukum tata negara, khususnya hukum
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pemerintahan daerah, kewenangan, legalitas kebijakan,
dan hubungan pemerintah dengan masyarakat.
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
“Kebijakan Sustainable Tourism Pemerintah Kota

Yogyakarta (Studi Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini disusun dengan
menautkan dua aspek hukum tata negara yang menjadi
fokus penelitian, yaitu kewenangan dan partisipasi
masyarakat, dengan empat pilar pariwisata berkelanjutan
sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021.** Berdasarkan hal

tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta
dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan
(sustainable tourism) ditinjau dari perspektif hukum?

2. Bagaimana partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta
diakomodasi dalam kebijakan pengembangan
pariwisata berkelanjutan yang dilaksanakan oleh

Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta?

34 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia,
Hlm. 79.
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C. Tujuan Penelitian

Untuk  menganalisis pengaturan kewenangan
Pemerintah Kota Yogyakarta dalam merumuskan dan
melaksanakan kebijakan pengembangan pariwisata
berkelanjutan ditinjau dari perspektif hukum tata negara,
termasuk menilai sejauh mana kewenangan tersebut
diarahkan untuk mewujudkan empat pilar pariwisata
berkelanjutan.

Untuk  menganalisis  akomodasi  partisipasi
masyarakat Kota  Yogyakarta dalam  kebijakan
pengembangan  pariwisata  berkelanjutan yang
dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta,
termasuk menilai kontribusi partisipasi tersebut terhadap

pencapaian prinsip keberlanjutan pariwisata.

D. Telaah Pustaka

Untuk menunjukkan posisi penelitian, penelitian
terdahulu  dipetakan  berdasarkan  fokus kajian,
pendekatan, dan ruang yang masih terbuka.

Pertama, Setyawati dan Setyowati membahas peran
Dinas Pariwisata DIY dalam implementasi kebijakan
pembangunan  pariwisata  berdasarkan  paradigma
pembangunan  berkelanjutan.  Penelitian  tersebut

menunjukkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam



19

pembangunan pariwisata berkelanjutan.>> Penelitian ini
memiliki kedekatan pada aspek kelembagaan pemerintah
daerah, tetapi penelitian yang dilakukan sekarang
memusatkan perhatian pada Pemerintah Kota Yogyakarta
dan menganalisisnya melalui aspek kewenangan serta hak
partisipasi masyarakat.

Kedua, Wibowo dan Belia mengkaji partisipasi
masyarakat dalam pengembangan pariwisata
berkelanjutan dan mengidentifikasi partisipasi dalam
tahap perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan
evaluasi.’® Penelitian tersebut memberikan dasar penting
untuk memahami kedudukan masyarakat dalam
pembangunan pariwisata berkelanjutan, tetapi tidak
secara khusus menghubungkan partisipasi tersebut
dengan legalitas kewenangan Pemerintah Kota
Yogyakarta.

Ketiga, Budiardian mengkaji pemenuhan hak atas
lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai
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hak asasi manusia universa Kajian tersebut

35 Setyawati dan Setyowati, “Peran Dinas Pariwisata DIY dalam
Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berdasarkan Paradigma
Pembangunan Berkelanjutan,” JCOMENT (Journal of Community
Empowerment), 3 (2), 2022, hlm. 52

36 Wibowo dan Belia, Hlm. 211.

37 Budiandrian, “Kebijakan Hukum dalam Pemenuhan Hak atas
Lingkungan yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan Sebagai Hak Asasi
Manusia Universal,” Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 9 (1), 2023,
Hlm. 83.
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memberikan perspektif hukum mengenai hubungan
kebijakan negara dengan perlindungan lingkungan, tetapi
objeknya tidak secara khusus diarahkan pada kebijakan
pariwisata pemerintah daerah.

Keempat, Hasanah, Berlianditta, dan Manullang
mengkaji tata kelola pariwisata di Daerah Istimewa
Yogyakarta melalui perspektif publicness. Penelitian
tersebut memperlihatkan adanya relasi kepentingan antara
pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam
pembangunan pariwisata.’® Penelitian tersebut penting
bagi penelitian ini karena memberikan konteks empiris
mengenai hubungan antarpemangku kepentingan di
Yogyakarta, tetapi penelitian sekarang menambahkan
perspektif hukum tata negara dengan menempatkan
kewenangan pemerintah daerah dan partisipasi
masyarakat sebagai fokus analisis.

Kelima,  Abhiseka, Antari, dan  Anggreni
menganalisis peran pemerintah daerah dalam menghadapi
overtourism di Bali dari perspektif hukum. Penelitian
tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah daerah
memiliki dasar kewenangan untuk mengembangkan
kebijakan pariwisata berkelanjutan, tetapi

implementasinya menghadapi persoalan koordinasi,

38 Hasanah, Berlianditta dan Manullang, Rethinking Tourism Industry
in Yogyakarta: Mengejawantahkan Nilai Kepublikan dalam Tata Kelola
Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2021 Hlm. 141.
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pengawasan, partisipasi, dan kepentingan ekonomi jangka
pendek.’® Penelitian ini menjadi pembanding penting
karena sama-sama menggunakan perspektif hukum dalam
melihat peran pemerintah daerah, tetapi berbeda lokasi
dan karakter persoalan.

Keenam, Muhamad, Ahmad, dan Supriyadi meneliti
pengaruh infrastruktur ekowisata terhadap kebijakan
pemerintah daerah di Kawasan Strategis Pariwisata
Nasional Yogyakarta. Penelitian tersebut menggunakan
pendekatan mixed method dan menunjukkan bahwa
beberapa aspek infrastruktur berkelanjutan memiliki
hubungan dengan kebijakan pemerintah, terutama
sensitivitas lingkungan dan pengelolaan sampah.*
Penelitian tersebut memiliki kedekatan lokasi dengan
penelitian ini, tetapi tidak secara khusus menganalisis
kewenangan pemerintah daerah dan partisipasi
masyarakat dalam perspektif hukum tata negara.

Ketujuh, Laia dan kawan-kawan mengkaji penerapan
prinsip GSTC di Kampung Wisata Taman Sari
Yogyakarta. Penelitian tersebut menemukan adanya

kolaborasi antara pemerintah, Keraton, dan masyarakat,

3 Gede Druvananda Abhiseka, Putu Eva Ditayani Antari dan Ni
Kadek Rita Cahya Anggreni, “Managing Sustainable Tourism: The Role of
Local Governments in Overcoming Overtourism in Bali,” Jurnal
Komunikasi Hukum (JKH), 11 (2), 2025, Hlm. 25

40 Ira dan Muhamad, Hlm. 76.
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sekaligus menunjukkan masih adanya persoalan
pengelolaan limbah dan potensi komodifikasi budaya.*!
Penelitian tersebut memperkuat konteks empiris
Yogyakarta, tetapi fokusnya berada pada penerapan
GSTC pada destinasi tertentu, bukan pada kebijakan
Pemerintah Kota Yogyakarta secara keseluruhan.
Kedelapan, Ira dan Muhamad mengkaji partisipasi
masyarakat dalam penerapan pembangunan pariwisata
berkelanjutan di Desa Wisata Pujon Kidul. Penelitian
tersebut menunjukkan hubungan antara pengembangan
pariwisata berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan
manfaat ekonomi lokal.*> Penelitian ini memberikan
pembanding empiris mengenai partisipasi masyarakat,
tetapi berbeda dalam objek dan perspektif hukum.
Kesembilan, Situmorang mengkaji kewenangan
pengelolaan pariwisata Danau Toba berdasarkan
peraturan daerah di Kabupaten Samosir. Penelitian
tersebut menunjukkan bahwa keberadaan dasar hukum
tetap menghadapi persoalan implementasi berupa sumber
daya manusia, anggaran, kebersihan, infrastruktur, dan

keterlibatan masyarakat.*> Temuan tersebut relevan untuk

4! Imelda Febranti Laia, “Studi Penerapan Pariwisata Berkelanjutan
Pada Kampung Wisata Taman Sari", Hlm. 11.

42 ibid.

4 Greac Situmorang, “Kewenangan Pengelolaan Pariwisata Danau
Toba Menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana



23

memperlihatkan pentingnya menguji hubungan antara
norma kewenangan dan praktik pelaksanaan kebijakan.

Kesepuluh, Zahra, Sholichah, Patria W, dan
Pramudiana mengkaji collaborative governance dalam
pengembangan desa wisata berkelanjutan. Penelitian
tersebut ~ menunjukkan  pentingnya  keterlibatan
pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam proses
pengambilan keputusan serta penciptaan nilai bersama.**
Kajian tersebut memperkaya pemahaman mengenai
pentingnya keterlibatan multipihak, meskipun tidak
menggunakan perspektif hukum tata negara sebagaimana
penelitian ini.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, terlihat
bahwa penelitian terdahulu telah membahas sustainable
tourism dari berbagai sudut, antara lain kewenangan
pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, tata kelola,
infrastruktur, kolaborasi, dan implementasi destinasi.
Akan tetapi, masth terdapat ruang untuk mengkaji
hubungan antara kewenangan Pemerintah Kota
Yogyakarta, dasar legalitas kebijakan, implementasi
kewenangan, dan akomodasi partisipasi masyarakat
dalam satu kerangka analisis hukum tata negara. Posisi

penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan aspek

Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Samosir,” Lex Crimen, 14
(3), 2025, Hlm. 52.
4 ibid, Hlm. 55.
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normatif mengenai kewenangan dengan praktik
pelaksanaan kebijakan dan partisipasi masyarakat pada
objek Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.

Dengan demikian, penelitian ini tidak mengklaim
bahwa sustainable tourism di Yogyakarta belum pernah
diteliti. Kebaruan penelitian diletakkan pada fokus kajian,
objek pemerintahan daerah, serta perspektif hukum tata
negara yang digunakan untuk membaca hubungan antara
kewenangan, kebijakan, implementasi, dan partisipasi

masyarakat.

Kerangka Teoretik

Dengan judul “Kebijakan Sustainable Tourism
Pemerintah Kota Yogyakarta Studi Dinas Pariwisata Kota
Yogyakarta” penelitian ini menggunakan teori kebijakan
publik, dan teori partisipasi, dan konsep sustainable
tourism sebagai pisau analisis. Kerangka ini diarahkan
untuk menjawab dua rumusan masalah mengenai
kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam
kebijakan pariwisata berkelanjutan serta akomodasi dan
kontribusi partisipasi masyarakat dalam kebijakan

tersebut.

1. Teori Kebijakan Publik
Thomas R. Dye memandang kebijakan publik

sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau
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tidak melakukan sesuatu®’, sedangkan James E.
Anderson menekankannya sebagai rangkaian
tindakan yang memiliki tujuan dalam menghadapi
suatu persoalan®®. Berdasarkan kedua pandangan
tersebut, kebijakan publik dalam penelitian ini
dipahami sebagai pilihan dan rangkaian tindakan
pemerintah yang memiliki tujuan, berkaitan dengan
kepentingan publik, serta menimbulkan konsekuensi
bagi masyarakat.

Michael Howlett, M. Ramesh, dan Anthony Perl
menjelaskan bahwa kebijakan publik diwujudkan
melalui  pemilihan instrumen kebijakan, baik
instrumen substantif seperti anggaran, sarana,
subsidi, insentif, dan pelayanan publik maupun
instrumen  prosedural  seperti  kelembagaan,
kemitraan, dan forum pelibatan publik.*’ Dengan
demikian, teori ini digunakan untuk menganalisis
arah, pilthan instrumen, dan tindakan nyata
Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengembangan

sustainable tourism.

4 Thomas R Dye, Understanding Public Policy, 14th ed., Boston:
Pearson, 2014, Hlm. 56.

46 James E Anderson, Public Policymaking: An Introduction, 8th ed.,
Stamford: Cengage Learning, 2015, HIm. 324.

47 Michael Howlett, M Ramesh dan Anthony Perl, Studying Public
Policy: Policy Cycles & Policy Subsystems, 3rd ed., Oxford: Oxford
University Press, 2009, Him. 96.
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2. Teori Partisipasi
Partisipasi  masyarakat  dibedakan antara
partisipasi  formal-administratif dan partisipasi
substantif. Partisipasi formal-administratif bersifat
prosedural dan belum memberikan pengaruh nyata
terhadap keputusan, sedangkan partisipasi substantif
memberikan akses informasi, ruang deliberasi, dan
peluang agar aspirasi masyarakat memengaruhi hasil
kebijakan.*®
Untuk menilai derajat partisipasi tersebut
digunakan Tangga Partisipasi Arnstein yang membagi
partisipasi ke dalam delapan tingkat: Manipulation,
Therapy, Informing, Consultation, Placation,
Partnership, Delegated Power, dan Citizen Control.
Delapan tingkat tersebut dikelompokkan ke dalam
Non-Participation, Tokenism, dan Citizen Power*
Teori in1 digunakan untuk menilai apakah mekanisme
seperti Musrenbang, pokok pikiran DPRD, kampung
wisata, dan Pokdarwis memberikan pengaruh

substantif atau masih terbatas pada konsultasi.*

48 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta:
Pusat Studi Hukum FH UII, 2001, Him. 21.

4 Sherry R Arnstein, “A Ladder of Citizen Participation,” Journal of
the American Institute of Planners, 35 (4), 1969, Hlm. 39.

50 Jules N Pretty, “Participatory learning for sustainable agriculture,”
World Development, 23 (8), 1995, Him. 41.
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Sustainable tourism sebagai Kerangka Evaluatif

Konsep  sustainable  tourism  merupakan
pengembangan dari sustainable development yang
mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial-
budaya, dan lingkungan. UNWTO dan UNEP
memandang pariwisata  berkelanjutan  sebagai
pendekatan yang mempertimbangkan dampak
ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini maupun
masa depan serta kebutuhan wisatawan, industri,
lingkungan, dan masyarakat tuan rumah.’!

Dalam konteks Indonesia, Peraturan Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021
digunakan sebagai standar evaluatif melalui empat
pilar, yaitu pengelolaan berkelanjutan, keberlanjutan
ekonomi,  keberlanjutan  sosial-budaya,  dan
keberlanjutan lingkungan.’” Keempatnya digunakan
untuk menilai apakah kebijakan Pemerintah Kota
Yogyakarta telah diarahkan pada tata kelola yang
berkelanjutan, manfaat ekonomi lokal, perlindungan
sosial-budaya, serta konservasi dan pengelolaan

lingkungan.>?

SLUNWTO dan UNEP, Him. 66.
52 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia,

Hlm. 27.
53

Explorin

Richard Sharpley, “Tourism and Sustainable Development:
g the Theoretical Divide,” Journal of Sustainable Tourism, 8 (1),

2000, Hlm. 20.
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Ketiga kerangka tersebut saling berhubungan.
Teori kebijakan publik digunakan untuk melihat
pilihan dan instrumen tindakan pemerintah; teori
partisipasi masyarakat menilai derajat keterlibatan
dan pengaruh masyarakat; sedangkan sustainable
tourism menjadi tolok ukur akhir untuk menilai
pencapaian empat pilar keberlanjutan. Kerangka ini
menjadi dasar analisis Bab IV terhadap kebijakan

sustainable tourism Pemerintah Kota Yogyakarta.
F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum
dengan jenis yuridis empiris (socio-legal research),
yaitu penelitian yang tidak hanya mengkaji hukum
sebagai norma tertulis, tetapi juga melihat bekerjanya
hukum dalam praktik sosial.*” Pendekatan tersebut
dipilih karena penelitian tidak hanya menganalisis
ketentuan hukum mengenai kewenangan pemerintah
daerah dan partisipasi masyarakat, tetapi juga melihat
bagaimana ketentuan tersebut dilaksanakan dalam
kebijakan pariwisata berkelanjutan oleh Dinas

Pariwisata Kota Yogyakarta.
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2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan,

yakni :

a.

Pendekatan  perundang-undangan  (statute
approach), digunakan untuk mengkaji peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan
kewenangan pemerintah daerah, kepariwisataan,
pariwisata  berkelanjutan, dan partisipasi
masyarakat.>*

Pendekatan konseptual (conceptual approach),
digunakan untuk menelaah konsep hukum tata
negara, kewenangan, kebijakan  publik,
partisipasi masyarakat, dan sustainable tourism
yang relevan dengan penelitian.>

Pendekatan  sosiologis/empiris  (sociological
approach), digunakan untuk melihat pelaksanaan
kewenangan dan partisipasi masyarakat dalam
praktik melalui wawancara dengan pihak-pihak
yang terkait dengan kebijakan pariwisata di Kota

Yogyakarta.>

3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana,

2019, Hlm. 29

55 Ibid, Him. 32.
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Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data penelitian terdiri atas data
primer dan data sekunder. Data primer diperoleh
melalui wawancara dengan pihak yang terkait dengan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan pariwisata
berkelanjutan. Data sekunder terdiri atas bahan
hukum primer berupa peraturan perundang-
undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan
jurnal ilmiah, serta bahan pendukung lain yang

relevan dengan penelitian.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Yogyakarta,
dengan fokus pada Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta
sebagai objek penelitian. Pemilihan lokasi ini
didasarkan pada pertimbangan: (a) Kota Yogyakarta
merupakan destinasi wisata utama dengan intensitas
aktivitas pariwisata yang tinggi; (b) Kota Yogyakarta
memiliki karakteristik keistimewaan DIY yang khas
dalam pengelolaan pariwisata; dan (c) Dinas
Pariwisata Kota Yogyakarta merupakan pelaksana

utama kebijakan

Subjek Penelitian/Narasumber
Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah
pihak-pihak yang terkait dengan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan pariwisata berkelanjutan di
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Kota Yogyakarta. Narasumber dalam penelitian ini

meliputi:

a. Bidang Analis Kebijakan Bidang Daya Tarik
Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta;

b. Kepala Bidang atau pejabat terkait di Dinas
Pariwisata Kota Yogyakarta;

c. Pelaku usaha pariwisata

d. Masyarakat/pengelola kampung wisata.
Pemilihan  narasumber dilakukan  secara

purposive  sampling  dengan  pertimbangan

pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam

perumusan dan pelaksanaan kebijakan pariwisata

berkelanjutan di Kota Yogyakarta.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi
dokumen atau kepustakaan dan wawancara. Studi
dokumen digunakan untuk mengidentifikasi dan
menganalisis peraturan perundang-undangan serta
dokumen kebijakan yang berkaitan dengan
sustainable tourism, kewenangan pemerintah daerah,
dan partisipasi masyarakat. Wawancara dilakukan
untuk  memperoleh data empiris mengenai
pelaksanaan kebijakan, penggunaan kewenangan,

serta akomodasi partisipasi masyarakat.
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7. Teknik Analisis Data
Data dianalisis secara kualitatif dengan metode
deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis dilakukan
melalui proses reduksi data, penyajian data, serta
penarikan kesimpulan. Analisis preskriptif digunakan
untuk merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil

penelitian.>¢

G. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama berisi uraian mengenai latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, telaah pustaka, definisi operasional, metode
penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua berisi konsep-konsep utama penelitian,
landasan teori yang digunakan sebagai pisau analisis,
kerangka pikir penelitian, serta peraturan perundang-
undangan yang relevan dengan penelitian.

Bab Ketiga berisi gambaran umum objek penelitian
dan kebijakan pengembangan sustainable tourism di Kota
Yogyakarta, termasuk kedudukan dan tugas Dinas
Pariwisata Kota Yogyakarta serta kebijakan yang
berkaitan dengan penelitian.

Bab Keempat berisi hasil penelitian dan analisis

terhadap data yang diperoleh melalui studi dokumen dan

56 Ibid, Him. 44.
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wawancara untuk menjawab rumusan masalah mengenai
kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta serta
akomodasi partisipasi masyarakat dalam kebijakan
sustainable tourism.

Bab Kelima berisi kesimpulan sebagai jawaban atas
rumusan masalah serta saran yang relevan berdasarkan

hasil penelitian.



BAB YV
PENUTUP

Merujuk pada temuan dan analisis yang telah diuraikan
pada Bab IV mengenai kebijakan sustainable tourism
Pemerintah Kota Yogyakarta, bagian penutup ini menyajikan
kesimpulan yang menjawab kedua rumusan masalah
penelitian secara berurutan, dilanjutkan dengan keterbatasan

penelitian serta saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

A. Kesimpulan

Pertama, kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta
dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan
pengembangan pariwisata berkelanjutan telah diarahkan
pada empat pilar sustainable tourism, yaitu pengelolaan
berkelanjutan, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan,
dengan Dinas Pariwisata sebagai organisasi perangkat
daerah yang menjalankan kewenangan tersebut secara
sektoral. Kewenangan itu diwujudkan antara lain melalui
penyusunan rancangan RIPARDA, pembinaan kampung
wisata, monitoring dan evaluasi destinasi, pemberdayaan
ekonomi masyarakat, kolaborasi dengan pelaku usaha,
penguatan nilai budaya, serta pengendalian pertumbuhan
sektor perhotelan. Meskipun demikian, efektivitas
penggunaan kewenangan tersebut belum merata pada

seluruh pilar. Kekosongan instrumen perencanaan

145
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pascaberakhirnya RIPARDA 2015-2025, keterbatasan
kewenangan sektoral Dinas Pariwisata, lemahnya
koordinasi lintas perangkat daerah, minimnya komunikasi
kebijakan kepada pelaku usaha, serta keterbatasan
pengawasan dan pengelolaan sampah menjadi faktor yang
membatasi optimalnya pencapaian tujuan kebijakan
tersebut.

Kedua, akomodasi partisipasi masyarakat dalam
kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan
tercermin melalui beberapa saluran, yaitu mekanisme
Musrenbang, pokok pikiran anggota DPRD, pengelolaan
kampung wisata oleh Kelompok Sadar Wisata, serta
forum group discussion dalam kegiatan monitoring dan
evaluasi. Merujuk pada tangga partisipasi Arnstein,
saluran Musrenbang dan pokok pikiran DPRD lebih tepat
dikategorikan sebagai bentuk consultation karena belum
menunjukkan bukti pengaruh nyata terhadap keputusan
strategis Pemerintah Kota Yogyakarta. Sebaliknya,
keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kampung
wisata menunjukkan derajat partisipasi yang lebih
substantif karena masyarakat terlibat langsung dalam
pelaksanaan dan turut memperoleh manfaat ekonomi
maupun sosial budaya dari kegiatan tersebut. Dengan
demikian, hak partisipasi masyarakat telah diakomodasi

secara formal dan sebagian telah terwujud secara
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substantif pada tingkat pelaksanaan lokal, tetapi belum
sepenuhnya menghasilkan pengaruh yang kuat terhadap
penentuan arah kebijakan strategis.

Secara keseluruhan, kedua simpulan tersebut
menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan sustainable
tourism di Kota Yogyakarta tidak semata-mata ditentukan
oleh ada tidaknya kewenangan dan saluran partisipasi,
melainkan oleh sejauh mana kewenangan tersebut
digunakan secara konsisten pada seluruh pilar
keberlanjutan dan sejauh mana partisipasi masyarakat
memberi pengaruh nyata terhadap proses pengambilan

keputusan, bukan sekadar keberadaan forum.

Saran
Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan terdapat
beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat memberi

mangaat, yakni :

1. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mempercepat
penyelesaian dan penetapan RIPARDA Kota
Yogyakarta yang baru dengan memuat indikator
terukur pada keempat pilar sustainable tourism, yaitu
pengelolaan, ekonomi, sosial budaya, dan
lingkungan, sebagai dasar evaluasi kinerja tahunan
Dinas Pariwisata.

2. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu membentuk forum

koordinasi lintas perangkat daerah secara berkala,
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dipimpin oleh Asisten Sekretaris Daerah Bidang
Perekonomian, dengan pembagian tanggung jawab,
target, dan jadwal evaluasi yang jelas antara Dinas
Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan
Umum, dan Dinas Lingkungan Hidup.

Dinas  Pariwisata  Kota  Yogyakarta  perlu
menyediakan mekanisme umpan balik tertulis atas
usulan Musrenbang dan pokok pikiran DPRD yang
berkaitan dengan pariwisata, sekurang-kurangnya
memuat status usulan berupa diterima, ditunda, atau
ditolak beserta alasannya, agar partisipasi masyarakat
bergeser dari sekadar konsultasi menuju keterlibatan
yang lebih substantif.

Dinas  Pariwisata  Kota  Yogyakarta  perlu
mempercepat penerbitan Peraturan Wali Kota
mengenai legalitas kampung wisata agar status
hukum Kelompok Sadar Wisata tidak lagi hanya
bergantung pada Surat Keputusan Lurah, sekaligus
menyusun instrumen pengawasan dan sanksi
administratif yang secara khusus mengikat prinsip
sustainable tourism bagi pelaku usaha pariwisata.
Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta bersama OPD
terkait perlu mengintegrasikan program pengurangan
sampah pada sumbernya di kawasan padat kunjungan

wisatawan, seperti Malioboro dan Kotagede,
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sehingga penanganan sampah tidak hanya bertumpu
pada momentum menjelang musim liburan.

Pelaku usaha pariwisata, khususnya sektor
perhotelan, restoran, dan biro perjalanan, perlu
memperluas keikutsertaan dalam asosiasi seperti
PHRI atau forum sejenis, agar jangkauan komunikasi
kebijakan sustainable tourism dari Dinas Pariwisata
dapat menjangkau pelaku usaha yang selama ini
belum tergabung dalam asosiasi resmi.

Peneliti ~ selanjutnya perlu  melakukan studi
perbandingan antar-kampung wisata di Kota
Yogyakarta untuk mengukur variasi tingkat
partisipasi substantif masyarakat secara lebih terukur

menggunakan indikator tangga partisipasi Arnstein.
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